
 

 
 

TAMBAHAN 
LEMBARAN NEGARA RI 

No.5551 EKONOMI. Wilayah. Kawasan Ekonomi. 
Khusus. Mandalika. (Penjelasan Atas Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
146) 

 
PENJELASAN 

ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 52 TAHUN 2014 

TENTANG 
KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA 

I. UMUM 
Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah 
Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta 
untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi 
nasional, perlu mengembangkan wilayah Mandalika sebagai Kawasan 
Ekonomi Khusus. Wilayah Mandalika memiliki potensi dan 
keunggulan secara geoekonomi dan geostrategis. 

Keunggulan geoekonomi wilayah Mandalika adalah memiliki objek 
wisata bahari yang merupakan pantai yang berpasir putih dengan 
panorama yang eksotis dan berdekatan dengan Pulau Bali.  

Keunggulan geostrategis wilayah Mandalika adalah memiliki konsep 
pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan 
pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan berlokasi dekat 
dengan Bandar Udara Internasional Lombok. 
Berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada, PT Pengembangan 
Pariwisata Bali (Persero) mengusulkan pembentukan Kawasan 
Ekonomi Khusus Mandalika. Pengusulan pembentukan Kawasan 
Ekonomi Khusus Mandalika telah memenuhi kriteria sebagaimana 
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diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang 
Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 
2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, 
serta telah melengkapi persyaratan pengusulan Kawasan Ekonomi 
Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 12 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 
Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. 
Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika oleh      
PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) telah mendapat 
persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan diajukan 
oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Dewan Nasional Kawasan 
Ekonomi Khusus. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus setelah 
melakukan pengkajian, menyetujui usulan pembentukan Kawasan 
Ekonomi Khusus Mandalika dan mengajukan rekomendasi 
penetapannya kepada Presiden. 
Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan 
Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang telah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
Kawasan Ekonomi Khusus. 

II.  PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Cukup jelas. 
Pasal 3 

Cukup jelas. 
Pasal 4 

Cukup jelas. 
Pasal 5 

Cukup jelas. 
Pasal 6 

Cukup jelas. 
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